
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR ~ TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

KABUPATEN JEMBER 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 te 
dan Susunan Perangkat Daerah 
dengan Peraturan Daerah Kab 
2022, perlu melakukan pe 
tentang Keduduka 
Satuan Polisi .... '->'lcnL,,n 

b. bahwa ..--t:>1;;.J:Qi:tS,:ll 
d 

s v<3j:o,cu. a dimaksud 
aturan Bupati tentang 

is , ugas dan Fungsi serta Tata 
raja Kabupaten Jember. 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
one ahun 1945; 
ang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 3, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No r 1~ ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 - .,,~, - 8)1 e tang Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

9. Peraturan Presiden N 
Pelaksan 
Pembe 

ng Per an 
2 tentang 

M - -.-r,r ~ ......... :9'E, ..... n (Lembaran 
Nomor 199), 

aturan Presiden Nomor 76 
epublik Indonesia Tahun 2021 

e alam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah 

engan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
un 2018; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2019 ten tang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, 
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis 
Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 3), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN 
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten J ember. 
2 . Bupati adalah Bupati Jember. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae Jember. 

Satpol PP 4 . Satuan Polisi Pamong Praja yangs 

5. 

6 . 

11. 

12. 

13. 

14. 

adalah Satuan Polisi Pamon 
Kepala Satuan a 
Ka bu paten 
Sekre · 

r 

Praja 

~~ ~ Kepala Sub Bagian pada Satuan 
on° ~abupaten Jember. 

p.l~L....De~s:i:·....--,adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong 
a upaten Jember. 

1t Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Jember. 
Produk Hukum Daerah adalah produk legislasi dan regulasi 
daerah, yang terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember 
dan Peraturan Bupati Jember. 
Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah 
Peraturan Daerah Kabupaten Jember. 
Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah 
Peraturan Bupati Jember. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 



( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan 
masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban 
umum. 
Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. menegakkan Perda dan Perbup; 
b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; 
c. menyelenggarakan Perlindungan masyarakat; dan 
d. mengembangkan Sumber Daya Aparatur Palisi Pamong Pra· 

dan Perlindungan Masyarakat. 
Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaima 
pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi: 

imaksud 

a. pelaksanaan penyusunan programl_,--]~1~W1:aln Perda dan 
Perbup, penyelenggaraan kete ketentraman 
masyarakat, penyelenaa_.._,.,,;; 
serta pengemban.g~IY°$",itn1~t 
Praja dan Perr.lif· i:cu;111gtu!i. 

b. pelaks,aJlita,11\ 6eb:1V\l:SU.i:llari 

masyaraka 
olisi P ong 

dan 
Pe :l~utunuum dan ketentraman 

ar~,,___.- erlindungan masyarakat, 
ganl_Sti(Jlibeer Daya Aparatur Palisi Pamong 

r i dul]oo,1n Masyarakat; 
ordinasi penegakan Perda dan Perbup, 

..,;.,,..,,,;araan ketertiban umum dan ketentraman 
m arakat, penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, 
serta pengembangan Sumber Daya Aparatur Palisi Pamong 
Praja dan Perlindungan Masyarakat; 

d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, 
atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perbup; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), memiliki wewenang: 
a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap 

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup; 

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum 
yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga 
melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup; dan 



d. melakukan tindakan administratif terhadap warga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

( 1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari : 
a. Kepala Satuan. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari: 
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk 

Hukum Daerah; dan 
2. Seksi Penindakan, Penyelidikan dan Penyidikan. 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 
terdiri dari : 
1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan 
2. Seksi Bina Mitra. 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri d 
1. Seksi Satuan Perlindungan Masy-.tlart:'d 
2. Seksi Pemberdayaan Perlin~,1% 

f. Bidang Sumber Daya Ap@n®rr.1:¢ 
1. Seksi Pelatihan 
2. Seksi Tekp,isJM~g~ 

(2) ""'""ll_.., ang berada di bawah dan 
e a Satuan. 

o e·1-V1<,en1fila Bidang yang berada di bawah dan 
g1aMtb--kepada Kepala Satuan. 

i 1pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 
n bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

si dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

BAB Ill 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

Pasal 4 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi 
umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program 
dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 
Polisi ?among Praja. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat, mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program 
kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan; 

b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan 
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program 
kegiatan; 

d. pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian 
penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan kegiatan; 

e. pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, 
analisa ke bu tuhan pemeliharaan barang; 

f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris, 
inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang 
yang dikuasai oleh Satuan Polisi Pamong Praja; 

g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, 
penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan 
urusan rumah tangga, perjalanan dinas; 

h. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pelaksana 
peningkatan kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Pr · 

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
tatalaksana; 

J. pengelolaan kearsipan; 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain 

sesuai dengan tugas dan f 
1. penyusun laporan 

tugas. 

an Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
at (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas: 

anakan administrasi surat yang meliputi penerimaan, 
engiriman dan pendistribusian surat; 

melaksanakan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan 
kearsipan; 

c. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat, 
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan 
kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan 
kerumahtanggaan lainnya; 

d. melaksanakan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan 
informasi; 

e. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan 
Satuan Polisi Pamong Praja; 

f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan 
kebutuhan pemeliharaan barang; 

g. melaksanakan pelayanan administrasi dan pelaksanaan 
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian 
per ala tan/ perlengkapan kan tor; 

h. melaksanakan penatausahaan, pengamanan dan 
perlindungan aset/barang milik daerah; 



1. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan 
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian 
lainnya; 

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya; dan 

k. melaksanakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf2 
Sub Bagian Perencanaan clan Pelaporan 

Pasal 6 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb angka 2, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian 

penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan 
Satpol PP; 

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
informasi Satpol PP; 

c. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan input da 
pada system informasi perencanaan dan pelaporan dae 

d. melaksanakan pengumpulan bahan dan pen rdinasian 
penyusunan laporan kinerja, laporan ~,c.uyelenggaraan 
pemerintahan dan laporan pertang gj,..w,~v4n Satpol PP; 
sesuai peraturan perundang-un~~~1 l~'4-ll'K~,e laku; 

e. melaksanakan pengkoOP<lul·~lati da 
pengumpulan perjan" ong 
Praja; 

f. melaksay;,i~'i'">1 dan 
pe rp;gr1j.Iil4"1'~:rn·tan, dan anggaran; 

dan pengkoordinasian 
dan rencana perubahan 

~·-·:o-----.,-ngkoordinasian pelaksanaan input data 
s.vslEenf'mformasi keuangan daerah; 

anakan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan 
enindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan; 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya; dan 

k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf3 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 7 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf b angka 3, mempunyai tugas: 
a. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan 

rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran; 
b. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja langsung, 

belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah 
yang menjadi kewenangan dinas; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system 
informasi keuangan daerah; 



(1) 

(2) 

d. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan; 
e. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban 

keuangan; 
f. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi 

permintaan pembayaran; 
g. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data 

keuangan secara periodik dengan BPKAD; 
h . menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan 

pengeluaran; 
1. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan 

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan; 
J. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan; dan 
k. menyusun laporan pertanggungjawaban. 

Bagian Kedua 
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah 

Pasal 8 

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) huruf c, mempunyai tugas: 
a. memimpin, mengkoordinasikan dan 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 
masyarakat, aparatur atau badan huku 

ga 
lakukan 

pelanggaran produk hukum daerah· 
b. mem1mpm, mengkoordina-;;,s·_.~...., 

pelaksanaan pembina 
produk hukum dae 

c. me~aksanak 
Untuk mel 
( 1), · e a 

mengevaluasi 
penyuluh 

a Satuan. 
pada ayat 

Daerah mempunyai 

, pt;;ll,g~:ltlcilian dan evaluator pelaksanaan 
· , tindakan penyelidikan, dan tindakan 

e ap warga masyarakat, aparatur atau badan 
g melakukan pelanggaran produk hukum daerah; 

pe oordinasian, pengendalian dan evaluator pelaksanaan 
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum 
daerah; 

c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan 
serta petunjuk teknis bidang penegakan produk hukum 
daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait dan lembaga pemerintah bidang penegakan produk 
hukum daerah; 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang 
penegakan produk hukum daerah; 

f. pelaksanaan fasilitasi penegakan produk hukum daerah 
bersama Kecamatan dan Perangkat Daerah (PD) lainnya; 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
penegakan produk hukum daerah. 



Paragraf 1 
Seksi Pembinaan, Pengawasan clan Penyuluhan 

Produk Hukum Daerah 
Pasal 9 

Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Produk Hukum 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c 
angka 1, mempunyai tugas : 
a. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban; 
b. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan 

pembinaan penegakan Produk Hukum Daerah; 
c. melaksanakan penyusunan program pengawasan dalam 

rangka penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dan 
penegakan Produk Hukum Daerah; 

d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penciptaan ketentraman dan ketertiban umum; 

e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mengenai 
peraturan perundang-undangan kepada masyarakat; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepa 
Bidang sesuai dengan tugasnya; dan 

g. melaksanakan laporan pertanggungjaw•;;µ,w., atas 
pelaksanaan tugas. 

Paragra 
SeksiPeninclakan,PeUl'J,fl:idiika 

sebagaimana 
UJ,1ClL-"' angka 2, mempunyai 

penyidikan terhadap 
ttl_ranDaerah; 

administrasi penuntutan terhadap 
Peraturan Daerah yang dilakukan oleh 

m rakat, aparatur, atau badan hukum; 
melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja lain dalam 
penegakan hukum pidana maupun administrasi; 

d. melaksanakan tindakan administratif terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peratuan Kepala Daerah; 

e. melaksanakan penindakan, penyegelan dan pembongkaran; 
f. melaksanakan fungsi kesekretariatan dan koordinasi 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah 
Kabupaten Jember; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya; dan 

h. melaksanakan laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 
Biclang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

Pasal 11 

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, 



mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Satuan. 

(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam 

menegakkan/ menciptakan ketentraman dan ketertiban 
umum dengan melakukan patroli rutin; 

b. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat; 

c. pelaksanaan persiapan, pengumpulan, mensistematisasikan 
dan penganalisaan atas laporan peristiwa kejadian; 

d. pelaksanaan Penyusunan serta pelaksanaan program 
kerjasama dengan satuan kerja lain dalam penciptaan 
ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset 
Pemerintah Daerah; 

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf 1 
Seksi Operasional dan Pengen~~~~¥ 

Pasal 12 

Seksi Operasional dan 
dalam Pasal 3 ayat (1) ,...-._--.
a. melaksanaka taan 

b. 

f. 

an 
daerah; 

pengamanan 
ah; 

sumber daya manusia dalam 
dan ketertiban umum, serta 

'~'·"'._.,_._._n_an operasi dalam menciptakan ketentraman dan 
e an umum dengan melakukan patroli rutin; 

melaksanakan pembuatan jadwal patroli dan pengamanan 
pejabat maupun aset daerah; 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya; dan 

g. melaksanakan Penyusunan laporan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan tugas. 

Paragraf 2 
Seksi Bina Mitra 

Pasal 13 

Seksi Bina Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf d angka 2, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program 

kerjasama, penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, 
dan pengamanan aset Pemerintah; 

b. melaksanakan pemantauan dan deteksi dini terhadap 
potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum; 



c. melaksanakan pelaporan evaluasi dan analisis terhadap 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan jalin kemitraan antar 
perangkat daerah atau lembaga lainnya; 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya; dan 

f. melaksanakan laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Keempat 
Bidang Perlindungan Masyarakat 

Pasal 14 

(1) Bidang perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi, rehabilitasi dan melaporkan kegiatan perlindungan 
masyarakat dengan instansi serta pembinaan masyarakat serta 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi meliputi: 
a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perlin gan 

Masyarakat; 
b. pelaksanaan teknis kebijakan dan 

Perlindungan Masyarakat; 
c. pelaksanaan koordinasi dengan~· ••~a~•"'I 

lain dalam rangka penyele~~\I'~Wl; 
d. pelaksanaan pember·.-u>1ir=m 

rangka membaJ1t1g:}~~NtrF1ftj~i,i 
e. pengadmµi· ru·~-~,11 

bid 

t atau lembaga 
Masyaraka · 

::-M:a.svarakat 

.«v:>i.1-<:1asi dan pelaporan serta 
.{!.k:•~lfillin kebijakan dan program kerja 

FVJ'P'l'\IIJg,aij~·asyarakat; 
s-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

n ai dengan tugas dan fungsinya; dan 
unan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

Paragraf 1 
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 

Pasal 15 

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan perumusan kebijakan dan program kerja di 

bidang pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat; 
b. melaksanakan kebijakan dan program kerja di bidang 

pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat; 
c. melaksanakan teknis koordinasi dan administrasi Satuan 

Togas Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten dan 
Kecamatan; 

d. melaksanakan teknis koordinasi pembentukan dan 
perekrutan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa 
dan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku; 



e. melaksanakan leknis kerjasama dengan instansi atau 
lembaga lain dalam rangka pembinaan Saluan Perlindungan 
Masyarakal; 

f. melaksanakan inventarisasi dan pendataan struklur 
organisasi dan anggola satuan Perlindungan Masyarakal 
Desa dan Kelurahan; 

g. melaksanakan leknis operasional pengerahan Saluan 
Perlindungan Masyarakal; 

h. melaksanakan leknis pemenuhan hak dan kewajiban Saluan 
Perlindungan Masyarakal; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta 
pembinaan leknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja 
Seksi Organisasi Saluan Perlindungan Masyarakal; 

J. melaksanakan lugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya; dan 

k. melaksanakan laporan pertanggungjawaban alas 
pelaksanaan lugas. 

Paragraf2 
Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

Pasal 16 

Seksi Pemberdayaan Perlindungan MasyarJ!µ,<"'-!,,
dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) huru 
lugas: 
a. melaksanakan perumus~~it1b,ja;ka,h 

bidang pemberday 

se bagaimana 
, mempunyai 

l; 
i ngan; b. melaksanak:ap,~~ 

melaks;<;UJtai,;~ ~•1\lJ1]d~Jh)gair1Vlasyarakal; 
tlah.J~maantauan keberadaan 

n Masyarakal; 
eknis dan supervisi lerhadap 

an kewajiban Saluan Perlindungan 
ai kelenluan yang berlaku; 

pi,¢ljlks~akan pemanlauan, evaluasi, dan pelaporan serta 
pe maan leknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja 
Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakal; 
melaksanakan lugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan lugasnya; dan 

h. melaksanakan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

Bagian Kelima 
Bidang Sumber Daya Aparatur 

Pasal 17 

alas 

(1) Bidang Sumber Daya Aparalur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayal (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan, pelaksanaan serla evaluasi dan pelaporan kebijakan 
terkail pengembangan Sumber Daya Aparalur pada Salpol PP 
dan melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Saluan. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta 

petunjuk teknis bidang sumber daya aparatur pada Satpol 
PP; 

b. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya aparatur 
pada Satpol PP; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
pemerintah atau kemitraan yang terkait bidang sumber daya 
aparatur pada Satpol PP; 

d. pelaksanaan fasilitasi sumber daya aparatur pada Satpol PP 
dengan instansi terkait; 

e. pelaksanaan peningkatan kapasitas SOM Satpol PP dan 
Satuan Perlindungan Masyarakat, termasuk dalam 
pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; 

f. pelaksanaan rencana upacara dan tata upacara yang 
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten; 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksana 
tugas. 

Paragraf 1 
Seksi Pelatihan Dasar 

Pasal 18 

Seksi Pelatihan al 3 
ayat ( 1) huruf f ap.i~_;3c--:1 

a. 

f. 

'll-l'·'ll'P-••I ,kw,f&inE!$i,--dan sinkronisasi 
Jjls:tru:~tterkait; 

aan 
aparatur; 

pelatihan 

rencana kebutuhan 
mber daya aparatur; 

teknis 

pelatihan 

Jnt1r!IYiapka:n bahan pelaksanaan fasilitasi pelatihan sumber 
aparatur; 

melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuaidengantugasnya;dan 
menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf2 
Seksi Telmis Fungsional 

Pasal 19 

Seksi Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas: 
a. menyiapkan bahan analisis data teknis fungsional untuk 

bahan pengembangan sumber daya aparatur pada Satpol PP; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi 

terkait pengembangan teknis fungsional sumber daya 
aparatur pada Satpol PP; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional 
sumber daya aparatur pada Satpol PP; 



( 1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

d. menyusun rencana kebutuhan pengembangan teknis 
fungsional sumber daya aparatur pada Satpol PP; 

e. menyiapkan bahan kegiatan dengan instansi terkait dalam 
pelaksanaan diklat teknis fungsional pada Satpol PP; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan 
pelatihan teknis fungsional sumber daya aparatur pasa 
Satpol PP; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan 
karier jabatan fungsional Satuan; 

h. melaksanakan rencana upacara dan tata upacara di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya; dan 

J. menyusun laporan per tanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

BAB IV 
UPTD 

Pasal 20 

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasio atpol PP. 
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD y ada di bawah 
dan bertan ggungjawab kepada Kepala s._.., .... ...._.~ 
UPTD dibantu oleh Sub Bagian Ta 
Sub Bagian Tata Usaha ya_!)g 
Tata Usaha yang beracla rd'1 
kepada Kepala U 
Jumlah, Nv.-........ ~ 
dan f • 

FUNGSIONAL 

tugas 

mpok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang keahlian. 

(2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing
masmg berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

BAB VI 
TATAKERJA 

Pasal 22 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan, 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan 



masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat 
waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 
clan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada 
organisasi lain yan g secara fungsional mempunyai h 

( 1) 

kerja. 

BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMB~,,.~-~"'"' 

eh Bupati dari 
atas usul Sekretaris 

,n_,....,,,...,,..,ndang-undangan. 
, pala Sub Bagian, Kepala Seksi 

r e n oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil 
arat atas usul Kepala Satuan melalui 
sesuai dengan peraturan perundang-

BAB VIII 
ESELON JABATAN 

Pasal 24 

(1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Eselon Ilb atau Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan 
Administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon lllb atau Jabatan 
Administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan 
J abatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas. 



BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 25 
Bagan Struktur Organisasi Satuan Palisi Pamang Praja sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26 
( 1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan 

pelantikan Pejabat Struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini. 
(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi 

berdasarkan Peraturan Bupati Jember Namar 27 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Satuan Palisi Pamang Praja Kabupaten Jember sampai 
dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan pati 
Jember Namar 27 Tah un 2021 tentang Keduduk I Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerj a Sat alisi Pamang 
Praja Kabupaten Jember (Berita Daerah K LJQJ\.\.,L~ ember Tahun 
2021 Namar 27), dicabut dan dinyataka 

mber 
l'\/1Ar\ 2022 

~ W,mt;~;a.1.~w;,utama Madya 
~ a:.:111"i215 199202 1 001 

kan pengundangan 
dalam Berita Daerah 

Ditetapkan di Jember 
padatanggal ~ 'febrv~ 2022 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHON 2022 NOMOR ~ 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR : LJ. TAHUN 2022 
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER 

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Bidang Penegakan Produk 
Hukum Daerah 

Seksi Pembinaan, 
Pengawasan, dan 

Penyuluhan Produk Huku 
Daerah 

Seksi Penindakan, 
Penyelidikan dan Penyidikan 

~p. 

/t~ 
I .. r;:;:-:-:-:::::-:----1-_~::\\.... 
1· 

ama Madya 
15 199202 1 001 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Seksi Operasional dan 
Pengendalian 

Seksi Bina Mitra 

UPTD 

Seksi Satuan Perlindungan 
Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan 
Perlindungan Masyarakat 

Bidang Sumber Daya 
Aparatur 

Seksi Pelatihan Dasar 

Seksi Teknis Fungsional 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 
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